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ABSTRAK 

 

Merek merupakan hal paling penting dalam pemasaran sebuah produk, 

dimana merek berperan sebagai identitas sebuah produk. Problematika yang 

terjadi adalah seiring dengan perkembangan zaman, maka obyek merek tidak 

hanya dibataskan pada “gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna” 

yang pada undang-undang Merek ketentuan gambar hingga susunan warna harus 

berada pada satu kondisi (kolektif). Namun sayangnya, interpretasi atas merek 

sebagai tanda pengenal, alat promosi dan jaminan atas mutu barang tidak 

sepenuhnya di lindungi dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. Salah 

satu hal yang perlu diperhatikan adalah penggunaan Hashtag atau Tagar dalam 

media promosi merek. Di Indonesia sendiri belum ada undang-undang yang 

mengatur tentang Hastag.  

Jenis penelitian ini adalah Yuridis-Normatif, sumber data dalam penelitian 

ini menggunakan bahan hukum baik primer, sekunder, maupun tersier. Hasil dari 

penelitian dapat disimpulkan Masyarakat yang tidak mengetahui bahwa 

Hashtag/Tagar merupakan Merek dan Tidak ada penegasan serta batas-batas 

secara normatif bahwa Hashtag/Tagar merupakan bagian dari Merek. Kondisi ini 

jelas berbeda dengan USA yang sudah mengakui Hashtag/Tagar sebagai bagian 

dari Merek. Terkait dengan Pengaturan kedepannya terkait perlindungan 

Hashtag/Tagar didalam Undang-Undang tetnang Merek di Indonesia adalah 

perlunya penekanan terhadap upaya penegakan hukum secara preventif. Hal ini 

dikarenakan Upaya secara represif sudah jelas dan ditegaskan dalam Pasal 100, 

Pasal 101, dan Pasal 102 Undang-Undang 


